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DaJazn menjalonkan tugiisnya, Anggota Polri diberikan kewenangan untulc melakukan 
tindakan kepolisian bcrupa Upaya Paksa yang telah diatur dalam Uodang·undang (ICUHAP). 
Tmdakan kepolisian tcrsebut meliputi : Pcmeriksaan Tersangka, Penangk.apan, Penahanan, 
Penggc14'dahan, Pemasukan Rumah, Penyitann Benda, Pemerilcsaan Surat, Pcmerilcsaan Saksi, 
Pemeriksaan di Tempat Kcjadian, Pelaksanann Pcnetapan dan Put\ISall Pengadilan, 

Pelaksana-10 tin®kan lain sesuai dcngan ketentuan dalam Uodang-undang (Diskresi). 
Bukan hanya dalam konteks bcrlccluarga bahwa analc adalah lwapan hari C$0k mclainkan juga 
dalarn kontcks berbangsa den bcmcgara khusus di Indonesia, anak adalah gcncrnsi pcneros cita
eita pcrjuang;in bangsa dan pewaris lelubur ibu peniwi. Oleh karcna iru dipcrlulcAn annk-analt atau 
generasl pcncrus yang bcrkualitas dengan mcntalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. 

Dimnksudkan landasan penaluma.n mcliputi dasar bulcum, keadaan, serta syarat·syanu 
yang memberi kcmungkinan melakukan lindakan penahanan. Antara yang satu dengiin yang lain 
dari dasar tersebut, saling menop:mg kcpada unsur yang lain. Sehingga kalau salah saru unsur tidak 
ada, ti™lek•n pcnabanan kunlng memenuhi BSAS legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi 
sebagai tindakan yang tidak salt (ilegal). 

Seorang yang melalrukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan le'l!olong sebagni 
tindalt pidana, misalnya memulcul sampai Iuka, membawa senjrua a.pi, mengompas, menodong 
orang Jain agar memberikan barangnya, maka perbuatannya itu dapat menjadi perkara pidana yang 
penyelesaiannya mclalui sidang pcngadilan, meskipun pelakunya adalah seorang anak, padahal 
seorang analc memililci kekhususan dalam pcnnngaoannya. Dalam penanganan hulcum terbadap 
anaJc, saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 lllhun 1997 tcntang Pcngadilnn Analc 

Pmgajuan penangguhan penahanan pelaku tindak pidana annk di Pold3su banyak yang tidak 
dilrabulkan k.arena tasangk.a yang memililti hak, lebih dominan memilih untulc tidak menggunakan 
hale hukumnya yaitu mengajukan penangguban karena kurangnya pengetahuan hukwn, rasa malu, 
1alrut dicemooh, dan talcut tindakan main hakim scndiri di mMyarakat. Faklor-faktor yang mcnjadi 
perrimbangnn dalam mencntulcan dikabullcan atau tidak dikabulkannya pengajuo.n penangguhan 
penahanan yaitu pcrmohonan Tel'S3llgka/ Keluarga/ Penasebat Hukumnya, keodaan tersaogka 
anak, ketentuan dalam KUllAP, pertimbangan Pcnyidik dan Atasan Penyidik, situasi masyarakat 
set=pat, ptndapal Pemcrhati Anak dan Pembimbing Kemasyaralcatan, ser1a adanya persyaratan 
)<mg ditentulcan yaitu adanya jaminan. Hasil kajinn implemeotasi bulrumnya sebagai berikut : Dari 
aspek struktur hukwn ({ego/ struchlre), Polisi sebagai aparat peneg;ik hu1."llm dibcrikan 
keweoangllll untuk menentukan ditaban alnupun tidak ditahan dengan pertimbangan tertentu. 
SeJain ilU kewenangan dislcrcsi yang dimiliki Polis! semakin memberikan kelclWlSM!l dalam 
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